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ABSTRAK 

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem 
Pemerataan Harta Warisan Yang Berlaku Di Desa Balongwono Trowulan 
Mojokerto.” ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk 
menjawab pertanyaan tentang Bagaimana sistem pemerataan harta warisan yang 
berlaku di Desa Balongwono Trowulan Mojokerto? dan Bagaimana tinjauan 
hukum Islam terhadap sistem pemerataan harta warisan yang berlaku di Desa 
Balongwono Trowulan Mojokerto?  

Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu suatu metode 
yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengaan 
menggunakan pola pikir deduktif. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembagian harta warisan di 
Desa Balongwono menggunakan sistem pemerataan yang mana antara laki-laki 
dan wanita dalam pembagian warisan disamaratakan dengan cara musyawarah. 
Dalam praktek pembagiannya para ahli waris mengundang tokoh masyarakat, 
kepala Desa dan kasun demi kelangsungan musyawarah. Hal tersebut tidak lepas 
dari dasar emansipasi wanita dan kemaslahatan bersama. Dengan adanya sistem 
pemerataan harta warisan ini maka kesejahteraan masyarakat Desa Balongwono 
tercapai dengan dasar adanya keridhoan antara ahli waris. Hasil penelitian yang 
diperoleh menjelaskan bahwa, di dalam al-Qur’an sudah sangat jelas bahwa besar 
bagian antara laki-laki dan wanita adalah 2:1 tetapi ditinjau dari pelaksanaanya 
dalam pembagian warisan di Desa Balongwono menggunakan musyawarah dan 
Islam memperbolehkan adanya musyawarah meskipun didalam al-Qur’an tidak 
menjelaskan musyawarah dalam hal warisan, dalam ushul fiqh juga menyebutkan 
adanya maslahah mursalah yaitu demi kemaslahatan bersama dan dalam 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 membuka kemungkinan pembagian 
warisan menggunakan jalur perdamaian (kekeluargaan) dan diperbolehkan. 

Dari hasil penelitian diatas maka hendaknya memikirkan kemaslahatan 
dan kesejahteraan dalam pembagian warisan agar tidak menimbulkan kerusuhan 
karena, masalah waris adalah masalah muamalah yang bisa diselesaikan dengan 
kekeluargaan. 


